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Glanyar (Bali Post) -

Jumlah proposal maupun -

dana hibah yang dianggar-
kan Pemkab Gianyar men-
. galami peningkatan yang
. signifikan dari tahun sebel-
aumnya. Tahun 2019, alokasi
anggaran untuk dana hibah
mencapai Rp 132,9 miliar.

Jumlah itu meningkat dari

tahun 2018 dengan total
anggaran sebesar Rp 73,8
miliar. Data ini terungkap
dalam pertemuan dengan
penerima hibah di Ruang
Sidang Utama Kantor Bu-
pati Gianyar, Selasa (12/3)
. kemarin.

Kepala Bagian Pengelo-
laan Bantuan Masyarakat
(Banmas) Setda Kabupaten
Gianyar 1 Wayan Wirasa
dalam pertemuan itu men-
erangkan, pada tahun 2019
ini pihaknya mengelola
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hibah sebanyak 1.877 pro-
posal dengan total anggaran
sebesar Rp 132,905.000.000.
Jumlah itu telah ditetapkan

dengan Keputusan Bupati -

Gianyar Nomor 202/A-04/
HK/2019 tentang Pemberian

Hibah kepada Kelompok .

Masyarakat Tahun 2019.
- Wirasa menjelaskan,
proses verifikasi terhadap

. proposal yang diajukan oleh
‘masyarakat telah dilakukan
-pada tahun 2018, dengan
-jumlah proposal yang ma-

suk sebanyak kurang lebih
3.500 proposal. Dikatakan,
dalam APBD induk 2018,
Bagian Banmas mengelola
pencairan proposal hibah
sebanyak 1.735 proposal
dengan anggaran sebesar

"Rp 73.880.000.000. “Den-
‘gan demikian, dapat dilihat

bahwa dari jumlah ;pro-

¢
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posal yang dla_]ukan oleh'

masvarakat dan anggaran

yang dialokasikan untuk

dana hibah ini mengalami
pemngkatan yang cukup
s1gn1f1kan dari tahun sebel-
umnya,” katanya.

Pada kesempatan itu,
Bupati Gianyar Made Ma-
hayastra memberikan pen-
garahan kepada para ketua

~ kelompok masyarakat pe-

nerima hibah terkait proses
pemberian atau pencairan
dana hibah tahun 2019.
Selain penerm}a hibah,

pengarahan juga diikuti
oleh bendesa dan| perbekel :

yang mew1layah1 penerima
hibah.”Saya mengingatkan
agar peruntukannya sesuai

_dengan proposal dan ber-

pedoman pada peraturan
perundang-undangan yang
berlaku,” katanya.
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Mahayastra juga men-
gingtrulkeikan kepada OPD

terkait agar mengevaluasi se-

cara cermat dan memberikan

pendampingan pada peneri-
ma hibah tentang kewajiban
yang harus dipenuhi, terma-

.suk tata cara pengelolaan

keuangan, proses adminis-
trasi pencairan termasuk
bagaimana membuat lapo-
ran pertanggungjawaban.

“Setelah bantuan dana hibah

ini dicairkan agar dipertang-
gungjawabkan sesuai dengan
peruntukan yang diajukan
agar tidak sampai tersand-
ung kasus hukum,” katanya
mengingatkan. (kmb35)

DANA HIBAH - Bupati
‘Gianyar saat menyapa
penerima dana hibah di
Kabupaten Gianyar.
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‘Termehek-mehek Divonis
- 5dan 6 Tahun Penjara

- ¥ ﬁ a
DENPA
Bebel (47)

dirinya divonis lima tahun penja-
ra oleh majelis hakim Pengadilan
Tipikor Denpasar, Rabu (13/3).

@ Murniati dan Wartini Terbukti Korupsi
4

Murniati tidak menjalani sidang
sendirian, adalah Ketut Wartini
alias Gebrod (39) juga menjalani
sidang putusan terpisah. Berbe-
da, Wartini (terflakwa berkas ter-
pisah) mencoba lebih tegar saat

PNPM-MP Rp 1,9 Miliar Lebih di Rendang

TRIBUN BALI -
Tangis Ni Wayan Murniati alias
pecah saat mendengar

divonis enam tahun penjara.

Kedua terdakwa terbuk-

ti bersalah dalam kasus ko-’
rupsi dana Program Nasional

BERSAMBUNG © HAL 7

Termehek-mehek Divonis...

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Ren-
dang, Kabupaten Karangasem. Dalam
kasus ini, para terdakwa telah meru-
gikan negara Rp 1,9 miliar. '

Vonis yang dijat:%:: majelis hakim
terhadap kedua terdakwa lebih ringan
dua tahun dibandi tuntutan yang
diajukan tim Jaksa Penuntut Umum
(JPU) yang dikom

Sebelumnya terdakwa Murniarti di-
tuntut tujuh tahun penjara dan den-
da Rp 200 juta, subsidair enam bulan
penjara. Juga membayar uang penganti
kerugian negara. Jika tidak membayar
maka pidana pengantinya tiga tahun
dan enam bulan (3,5 tahun) penjara.

Sedangkan terd
delapan tahun penjara, dan denda sebe-
sar Rp 300 juta, subsidair enam bulan
penjara. la juga diwajibkan membayar
uang penganti keru,
ketentuan apabila tidak membayar
uang pengganti, maka diganti dengan
pidana penjara selama empat tahun.

doi oleh Kasipisus-

wa Wartini dituntut

negara. Dengan

Terhadap vonis yang dijatuhkan ma-
jelis hakim pimpinan I Wayan Sukani-
la, masing-masing terdakwa melalui
tim penasihat hukumnya, yakni I Gusti
Putu Suwena, masih pikir-pikir apa-
kah menerima atau melakukan upaya
banding atas vonis tersebut. Setali tiga
uang, hal senada juga disampaikan tim
Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Ka-
rengasem yang dikomandoi langsung
oleh Kasipisus Andri Kurniawan.

Sementara dalam amar putusan ma-
jelis hakim menyatakan, terdakwa Mur-
niati dan Wartini terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana korupsi.

“Mengadili, menjatuhkan pidana ke-
pada terdakwa Ni Wayan Murniati alias
Bebel dengan pidana penjara selama
lima tahun penjara, dan denda Rp 200
juta subsidair dua bulan penjara,” tegas
Hakim Ketua I Wayan Sukanila.

Hakim juga menetapkan terdakwa
Murniarti membayar uang penggan-
ti sebesar Rp 292.637.000. Jika tidak
membayar uang pengganti paling lama

- Sambungan Hal.1

satu bulan setelah putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Maka harta benda dapat disita dan di-
lelang untuk menutupi uang pengganti.
Apabila terdakwa tidak mempunyai har-
ta benda maka dipidana penjara selama
satu tahun. :
Sedangkan terdakwa Wartini divonis
pidana penjara selama enam tahumn,
~dikurangi selama terdakwa menjalani
masa tahanan sementara. Denda Rp
200 juta subsidair dua bulan kurungan
dengan perintah tetap ditahan. :
“Menetapkan membayar uang peng-
ganti sebesar Rp 1.670.780.000. Jika
terdakwa tidak membayar uang peng-
ganti paling lama satu bulan setelah pu-
tusan pengadilan memperoleh kekuat-
an hukum tetap. Maka harta benda da-
pat disita dan dilelang untuk menutupi
uang pengganti. Apabila terdakwa tidak
mempunyai harta benda maka dipida-
na penjara selama dua tahun,” ucap
Hakim I Wayan Sukanila saat memba-
cakan amar putusan untuk terdakwa
Wartini. (can)

Edisi :

me{s, 14, Mar, 20(4
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di ante AT ;

hingga terpaksa engem-
balikan dana tersebut. Dewan juga
tidak mau ada kesan dana hibah

menyejahterakan masyarakat.
Sekarang masyarakat justru dibuat
ketakutan untuk mengelola ang-
garan yang sudah cair. Apalagi,
sampai terjadi kasus dugaan tindak -
pidana korupsi. Pihaknya memper-
tanyakan, bagaimana pemerintah
daerah selanjutnya dalam men-
gelola hibah bansos ini. Apakah
pemerintah daerah sudah benar
dalam mengelola dana hibah ini,
bagaimana dengan proses verifikasi
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aatkan sebagai money

nggap sama
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saja, yakm terlibat ugaan serupa.

Maka, Dewan dengan fungsi pen-
gawasan yang melekat terhadap

pati Klungk

eksekutif, ingin mempertanyakan
apa sesungguhnya yang terjadi
terhadap program hibah dari Bu-
ung ini. Hingga meng-
is masyarakat dengan
amai melakukan pengem-
ian d “Dengan fungsi pen-
gawasan kami ini, kami punya hak
bertanya langsung kepada bupati,”
kata Suantara. ; :
Menurutnya, program pembe-

rian dana hibah tujuannya untuk

dan monitoringnya, kenapa sampai
ada penerima hibah yang belum
menyelesaikan tanggung jawabnya
menyelesaikan pembangunan fisik,

tetapi sudah bisa menyetorkan
laporan pertanggungjawaban keg-

iatan tersebut.

Mepetnya waktu pengerjaan
oleh penerima, menurutnya,
bisa juga terjadi karena proses
pengajuan proposal yang berbelit-
belit di eksekutif, mengakibatkan

penerima hibah harus bolak-balik
dalam mengurus dokumennya
sebagai bagian proses pencairan
dananya. “Kami tidak menyentuh
kasus. Itu sudah dilaporkan ke pi-
hak ke})olisian, disana sudah ada
proses. Kami ingin bicara tupoksi -
kami sebagai pengawasan, terha-
dap program pemerintah daerah.
Ini tidak bisa dibiarkan terjadi
lagi,” kata politisi Gerindra ini.
(kmb31) :
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Bali Post

Peker]aan F1s1k Tak Tuntas, Dlsbudpora
Minta Dana Hlbah leembahkan

Semarapura (Bali Post) - '
Polemik penggunaan dana hibah terus berguhr Usai sejumlah dugaan pe-
nyelewengan dana hibah terkuak, banyak penerima hibah bansos yang akhirnya
melakukan pengembalian dana. Dmas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disbud-
_pora) Klungkung menyurat1 lima penerima hibah lainnya yang pekerjaan fisiknya
‘tidak tuntas, untuk segera melakukan pengembalian
dana. Salah satunya adalah hibah yang dikait-
kaitkan dengan nama Ketua DPRD Klungkung I
Wayan Baru yakni untuk Pura Dadia Arya Ken-
ceng di Banjar Cubang, Banjar Dinas Cemulik,

Desa Saktl, Kecamatan Nusa Pemda

Kepala Disbuld- :

pora Klungkung
Nyoman Mudar-
ta, Rabu (13/3)
. kemarin, menga-
" takan dana hibah
untuk Pura Dadi
Arya Kenceng
tersebut senilai Rp
700 juta. Dana
tuk pembangunan.
‘pura tersebut, setelah
dilakukan monitoring

. oleh Disbudpora, ru-

panya yang selesai

“_hanya sebatas fon-

dasi saja. Tim

*_turun ke sana,

" setelah meli-

hat adanya
keanehan.

Pada

salinan

dokumen

buku re-

kening

penerima

hibah, ter-

catat dana

sudah dic- -

airkan 27
Desem -
ber 20118.

Tetapi, laporan pertanggung-

jawabannya sudah disetor’

pada 8 Januari, dari batas
waktu penyetoran LPJ per 10
Januari lalu. “Hasil monitor-
ing tanggal 13 Januari lalu,
kami temukan di sana bangu-
nannya baru sebatas fondasi
saja,” kata Mudarta. Agar
persoalan ini tidak masuk ke
ranah hukum tindak pidana
korupsi, pihaknya langsung
menyurati pihak penerlma
hibah ini.

Demikian juga kepada em-
pat penerima hibah lainnya,
sesuai dengan surat berno-
mor 900/271/Disbudpora, ter-
tanggal 21 Februari, antara
lain Paibon Pasek Gelgel Pe-
gatepan di Desa Batukandik
Nusa Penida, senilai Rp 36
juta. Pura Dalem Telaga
Sakti di Desa Batukandik
senilai Rp 36 juta, Desa Pak-
raman Gepuh, Desa Tanglad
senilai Rp 100 juta dan Pura
Paibon Pasek Gelgel di Desa
Kutampi senilai Rp 27 juta.

Mudarta mengaku sebe-
lum persoalan ini mencuat,
pihaknya sudah melakukan
langkah- langkah Para pen-

erima hibah sebelumnya
sudah dikumpulkan di set-
iap kecamatan. Khususnya
di Kecamatan Nusa Penida
pada 18 November 2018 lalu.
Terutama bagi kelompok
masyarakat yang menerima
dana hibah cukup besar,
apakah bisa menyelesaikan
pembangunan pada batas
akhir 831 Desember 2018.

- Saat itu, dikatakan ada be-

berapa penerima hibah yang
urung memanfaatkan dan-
anya, karena batas waktu
yang begitu mepet. Tidak
hanya para penerima hibah
di Kecamatan Nusa Penida.
Tetapijuga di para penerima
hibah di kecamatan lain.
Sementara terkait laporan
masyarakat terhadap adanya
dugaan tindak pidana koru-
psi hibah ke Polda Bali yang
menyeret nama Wayan Baru,
Mudarta mengaku sempat di-
datangi empat penyidik Polda
Bali untuk meminta koordinasi

" awal tentang mekanisme pen-

gajuan dan penerimaan dana
hibah.

Sebelummya, bantuan hi-
bah dalam bentuk uang dari
Pemkab Klungkung kepada
kelompok masyarakat, yang
anggarannya diambil dari
APBD Perubahan 2018, juga
ramai-ramai dikembalikan.
Mereka yang mengembalikan
hibah, sebagian besar pen-
erima hibah beralasan karena
tidak bisa melaksanakan keg-
iatan yang didanai dari ban-
tuan hibah, mengingat waktu
pelaksanaan terlalu singkat.

Dari data yang disodor

kan Plt. Badan Pengelola
Keuangan dan Pendapatan
Wayan Sumarta belum lama
ini memperlihatkan sudah
menerima delapan Surat
Tanda Setoran (STS) atau
bukti pengembalian dengan
total uang yang dikembalikan
Rp 1.075.500.000. Penerima
hibah yang sudah mengem-
balikan dan sudah menyetor
STS ke Pemkab, antara lain
Panitia Pembangunan Pura
Dukuh Suladri, Desa Gu-
naksa Rp 40 juta, Pura Bale
Agung Desa Besan, Kecama-
tan Dawan Rp 750 juta, Pura
Pasek Gaduh Banjar Peme-
nang, Desa Nyalian Rp 30 juta,
Desa Pakraman Gepuh, Nusa
Penida Rp 100 juta, Merajan
Agung Gelgel, Desa Gelgel Rp
70 juta, Paibon Pasek Gelgel,
Banjar Pulagan, Desa Sakti,
Rp 27juta, Pura Dalem Telaga
Sakti Banjar Batuguling, Desa
Batukandik Rp 36 juta, Paibon
Arya Kenceng Banjar Tulad,
Desa Batukandik Rp 22,5 juta.
Satu lagi penerima hibah,
baru-baru ini juga melakukan
pengembalian, yakni Pura
Paibon Arya Kenceng di Desa
Sakti, Nusa Penida, sebesar
Rp 420 juta.

Menurut Sumarta, pas-
capengembalian itu, uang
tersebut masuk dalam kas
umum daerah. Peruntukan ke
depannya, harus dirumuskan
kembali perencanaannya.
Belum tentu uang itu kembali
diperuntukkan untuk bantuan
hibah. Menurutnya, bisa juga
direncanakan untuk kegiatan
1a1n (kmb31)

Edisi Y Wighiest

4, Mo, 2009

Hal : .8




Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
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Amlapura (Bali Post) -

unin

Kerusakan jalan penghubung Banjar Kemuning dengan Banjar Nangka, Desa

Buana Giri, Bebandem kian memp
Kondisi itu membuat kendaraan ro

rihatinkan setelah kembali tergerus banjir.
da dua maupun roda empat sulit melintas.

- Dinas PUPR mengalokasikan anggaran Rp 1,3 miliar melalui APBD Induk 2019

unt\*k perbaikan jalan itu.

Salah seorang warga, 1
Made Junita, Rabu (13/3)
kemarin mengungkapkan,
kerusakan jalan itu semakin
par:ﬂm Hal itu karena akses
jalan itu kembali tergerus
banjir. Kondisi itu pun mem-
buat kendaraan roda dua
maupun roda empat sema-

kin sulit melintas. Agar
jalan itu bisa dilalui dan
tidak membahayakan, warga
setempat secara swadaya
melakukan perbaikan. Per-
baikan itu dilakukan agar
badan jalan yang tergerus
dan ditutupi material batu
dan kayu itu bisa dilewati

sementara.

“Saat ini, jalan itu baru
diperbaiki dengan cara warga
bergotong royong. Jalan itu
diperbaiki sebelum pelaksa-
naan piodalan di Pura Pena-
taran Nangka,” ucapnya.

Junita menambahkan,
jalan ini merupakan akses

utama warga beraktivitas
sehari-hari. Mulai anak-
anak masuk sekolah, peda-
gang ke pasar, pegawai ke
kantor dan juga petani ke
sawah. Atas kondisi ini, dir-
inya sangat berharap di ja-
lan itu segera bisa dibangun
jembatan oleh pemerintah
daerah. Dengan demikian,
aktivitas rutin warga tidak
terhambat.

“Sebelumnya sudah ada
petugas yang melakukan
pengukuran. Informasinya
di lokasi itu akan dibahgun

- senderan menggunakan as-

pal. Semoga bisa cepat tere-
alisasi,” harapnya.
Kabid Bina Marga PUPR

. Ketut Prama Budarta men-

gungkapkan, perbaikan jalan
itu rencananya dilakukan ta-
hun ini. Anggaran perbaikan
itu digelontorkan dari APBD

Induk 2019 sebesar Rp 1,3

miliar.

“Panjang jalan yang diper-
baiki satu kilometer. Tahapan
proyek itu saat ini sedang
proses perencanaan,”’ tegas
Prama Budarta. (kmb41)
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Bali Post

~ Terdakwa Kasus Korupsi
PNPM Dihukum Lima dan
Enam Tahun Penjara

Denpasar (Bali Post) -
Dua orang terdakwa ka-
sus dugaan korupsi dana
Program Nasional Pember-
dayaan Masyarakat Mandiri
Pedesaan (PNPM-MP) Ke-
camatan Rendang, Karan-
gasem, Ni Wayan Murni-
ati alias Bebel (47) dan Ni
Ketut Wartini alias Gebrod
(39), Rabu (13/3) kemarin,
dihukum masing-masing

lima tahun dan enam tahun

penjara. Atas putusan itu,
Murniati tampak shoeck dan
menangis dan memeluk erat
rekannya, Ketut Wartini.

Putusan majelis hakim
itu lebih rendah dua tahun
dari tuntutan jaksa sebel-
umnya. Jaksa dari Kejari
Karangasem sebelumnya
menuntut kedua wanita
itu dengan pidana penjara
masing-masing tujuh tahun
dan delapan tahun.

Majelis hakim pimpinan
I Wayan Sukanila awalnya
membacakan vonis untuk
terdakwa Murniati. Dalam
amar putusannya, majelis
hakim menyatakan terda-
kwa terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana

korupsi, sebagaimana dak-
‘waan primer, yakni melang-
gar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal
18 ayat (1) b UU Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana
Korupsi, sebagaimana yang
telah diubah dengan UU
Nomor 20 Tahun 2001 ten-
tang Perubahan atas UU
Nomor 31 Tahun 1999 ten-

Kows, 14, Maxr , 2009

2

tang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 64

‘ayat (1) KUHP.

Setelah membacakan

‘pertimbangan yang mem-

beratkan dan yang merin-
gankan, hakim memutus
menghukum terdakwa den-

- gan pidana penjara selama

lima tahun, denda Rp 200
juta, subsider dua bulan
kurungan. Di samping itu,
terdakwa juga dihukum

~membayar uang pengganti

sebagai akibat kerugian
keuangan negara sebesar Rp
292.637.000. Apabila tidak
dibayar, maka harta ben-
danya disita untuk dilelang.
Jika tidak ada harta benda
yang cukup, maka diganti
dengan pidana penjara se-
lama satu tahun.

Putusan itulah yang
membuat terdakwa menan-
gis. Atas putusan itu, jaksa
dan terdakwa masih me-
nyatakan pikir-pikir.

Hukuman lebih berat di-
berikan pada terdakwa Ni
Ketut Wartini alias Gebrod.
Majelis hakim menghukum
terdakwa dengan pidana
penjara selama enam tahun,
denda Rp 200 juta subsider-
tiga bulan. Terdakwa juga
dibebankan uang pengganti
Rp 1.670.780.000. Jika tidak
dibayar dalam waktu sebulan
setelah kasus ini mempunyai
kekuatan hukum tetap, maka
harta bendanya juga disita
untuk dilelang. Jika tidak
cukup, maka diganti dengan
pidana penjara selama dua
tahun kurungan. (kmb37)
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RADAR BALI

Ketika Kawanan Terdakwa Korupsi Dana PNPM Rendang, ¥
Karangasem, Menerima Putusan

I{arta Terancam Disita, Murtlam
Histeris, Gembrot Berkaca-Kaca

Ni Wayan Murtiani alias Bebel dan Ni Ketut Wartini alias Gembrot,
akhirnya menghadapi putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor

Denpasar. Keduanya menunjukkan reaksi berbeda usai palu hakim

dijatuhkan. Murtiani menangis hxsterls Gembrot hanya berkaca-kaca saja.

MAULANA SAN DIJAYA, Denpasar

BERGANTIAN amar putusan diba--
cakan. Murtiani mendapatkan giliran
pertama mendengarkan putusan
. majelis hakim yang diketuai I Wayan
Sukanila dengan anggota Ni Made
 Sukereni dan Djumali =

¥ Baca Harta... Hal 7

- MENENANGKAN TEMAN : Ni Ketut
Wartini alias Gembrot (kanan) ta
menenangkan Ni Wayan Murtiani al

_ Bebel, seusai sidang di Fengadilan“
Tipikor, kemarin. .

Edisi  : Keowio, 4, Mo, 204
Hal : (
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- Gembrot Paling Banyak Merugik

E HARTA...
 Sambungan dari hal 1

Perempuan 47 tahun itu mem-
bungkukkan badan pertanda
memberi salam hormat kepa-
da majelis hakim. Setelah itu,
Murtiani duduk di kursi pesaki-
tan. Sementara Gembrot yang
menunggu giliran tampak serius
mendengarkan vonis duduk di
belakang Murtiani.

Hakim lantas mulai memba-
cakan amar putusannya. Mur-

tiani yang didampihgi dua pen-

gacaranya tampak tenang, Tapi,
ketenangan itu berganti menjadi
‘keresahan setelah majelis hakim
'menyatakan Murtiani terbukti
'bersalah melanggar Pasal 2 ayat
(1) juncto pasal 18 ayat (1b) UU
Tipikor juncto pasal 64 ayat (1)
KUHP, sebagaimana dakwaan
primer Jaksa Penuntut Umum
(JPU) Kejari Karangasem.

Murtiani pun terlihat mulai
gelisah. Posisi duduknya beru-
bah-ubah. Puncak kegelisahan
itu berganti jadi tangisan setelah
mendengarkan putusan majelis
hakim. “Mengadili, menjatuhkan
pidana penjara selama lima ta-

Sukanila, kemarin (13/3).
Mendengar putusan hakim,
Murtiani langsung menangis ses-
enggukan. Dia terus mengusap
air matanya. Hakim juga men-
jatuhkan pidana denda Rp 200
jutasubsider duabulankurungan.
Selain itu, hakim juga me-
wajibkan Murtiani membayar
uang pengganti yangdia korupsi

sebesar Rp 292 juta. Uang peng- ..

ganti harus dibayarkan paling

lama sebulan setelah keputusan

berkekuatan hukum tetap. -
“Jika uang pengganti tidak diba-

 yarkan, maka harta bendanya dis-

ita dan dilelang, Jika tidak memi-
liki harta benda cukup sebagai

* pengganti, diganti penjara selama

satu tahun,” tandas hakim, seraya
mengetuk palu dengan keras.
Nah, setelah mendengarseluruh
putusan hakim baru Murtiani
menangis histeris. Sambil menu-
tup wajahnya tangisan Murtiani
sangat keras. “Kami pikir-pikir,
Yang Mulia,” ujar salah satu pen-

Murtiani semakin keras hing-
ga hakim memerintahkan jaksa
membawa keluar Murtiani dari
arena sidang. “Sttt....sudah, tidak
apa-apa, Bu. Yang sabar, ya,’ kata
salah seorang jaksa mencoba
menenangkan Murtiani.

Meski begitu, Murtiani tetap
menangis. Pun saat meninggalkan
kursi terdakwa masih menangis.
Beberapa saat kemudian baru
Murtiani bisa menguasai diri dan
tenang. Perempuankurusitulantas
termenung di kursi pengunjung.

Hakim mengatakan selamna per-
sidangan tidak ditemukan pembe-
narperbuatan terdakwa. “Hal yang
memberatkan, korupsi adalah
kejahatan luar biasa. Terdakwa
juga tidak mengembalikan uang
kerugian negara,” beber hakim.

Sernentara pertimbangan yang
meringankan, terdakwa sopan

~dan menjadi tulang punggung

keluarga. “Menjatuhkan pidana .

penjara pada terdakwa Ni Ketut

Wartini alias Gembrot selama

gacara Murtiani. Sikap serupa

ditunjukkan jaksa.

Murtiani lantas berpelukan
dengan Gembrot yang duduk di
belakangnya. Gembrot berusaha

enam tahun, denda Rp 200 juta
subsider tiga bulan kurungan,’
tandas hakim Sukanila. .
Hakim juga mewajibkan ter-
dakwa membayar uang peng-

an Negara

ganti, maka harta benda Gem-
brot disita dan dilelang. “Jika
tidakmemiliki hartabenda maka
diganti dua tahun penjara,” im-
buh hakim asal Tabanan, itu.

Jika Murtiani histeris setelah
mendengar putusan, maka Gem-
brotlebih tabah dan tenang. Mata
perempuan 37 tahun, itu berka-
ca-kaca. Sama dengan Murtiani,
Gembrot juga menyatakan pikir-
pikir atas putusan hakim.

Usai sidang, Gembrot meng-
hampiri dan merangkul Murtiani.
Hukuman untuk Murtiani dan
Gembrot sama-sama lebih rin-
gan dua tahun dari tuntutan JPU.
Sebelumnya Murtiani dituntut
selama tujuh tahun. Sementara
Gembrot dituntut delapan tahun.

Meski modus yang diterapkan
sama, keduanya bekerja sendi-
ri-sendiri. Nilai kerugiannya pun
berbeda. Total kerugian yang
ditimbulkankeduaterdakwamen-
capai Rp 1,9 miliar

Di antara kedua terdakwa,
Gembrot paling banyak meru-
gikan keuangan negara, Rp 1,6
miliar. Sisanya merupakan keru-
gian yang ditimbulkan oleh per-
buatan Murtiani. Tapi, saat putu-

hun kepada terdakwa Ni Wayan menenangkan Murtiani dengan ~ ganti Rp 1,6 miliar. Jika tidak  sankemarinhukuman keduanya
Murtiani alias Bebel! ujar hakim  menepuk punggungnya. Tangis mampu membayar uang peng- tidak terpaut jauh. (/pit)
’/__L__,gi e S 2 X il ca
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‘Hanya Selesai

] Pemugaran Pura Dadla Arya Kenceng

B Terkait Dugaan Penyelewengan
Bansosv oleh Ketua DPRD Klungkung

SE URA, TRIBUN
BALI - Laporan dugaan pe-
nyelewengan dana hibah atau
bantuan sosial (bansos) un-
tuk pembangunan sejumlah
pura di Nusa Penida, Klung-
kung, terus berkembang. Pe-
mug total di Pura Dadia
Arya Kenceng di Banjar Cu-
bang, Dusun Cemulik, Desa
, Nusa Penida, yang di-
i Ketua DPRD Klung- =
1 Wayan Baru ternyata
diketahui hanya selesai pon-
dasinya saja. Padahal hibah
yang diterima panitia pemba-
ngunan pura dadia tersebut
mencapai Rp 700 jutal

?elumnya warga Nusa y ~ TRIBUN BALI/EKA MITA SUPUTRA

<k S

- Penida I Wayan Muka Udi- | P} PENERlMA HIBAH Kadis Kebudayaan Pemuda, dan
‘ana telah melaporkan Wa-  Olagraga Klungkung, | Nyoman Mudarta, menunjukkan laporan
yan Baru dalam dugaan pertanggungjawaban (ij% dari penerima hibah Pura Dadia Arya
: Kenceng Desa Sakti, Nusa Pemda d| ruang kerJanya Rabu (13/3). -

BERSAMBUNG © HAL7 Inzet: | Wayan Baru '

T o
b, S 3
b .;'/ i -t o w—— e

VKGNIROVERSI PENERIMA HIBAH H a” |m Tim:

DtSURTI UHTBK PENGE&#BAUAH DANA HIBAH

...............

T i NUS2 Penida

' DUGAAN penyalahgunaan
- dana hibah atau bantuan so-
sial (bansos) yang difasilitasi
- oleh Ketua DPRD Kabupaten
- Klungkung | Wayan Baru masih
®.  terus diselediki Polda Bali. Ka-
~ bid Humas Polda Bali, Kombes
Pol Hengky Widjaja, mengata-
- kan kasus ini masih dalam li-
dik secara bertahap.

BERSAMBUNG & HAL 7

p 700 Juta Pondasi Pura
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Tribun-Bali

Rp 700 Juta Hanya...

penyelewengan dana hibah
ini ke Polda Bali. Wayan Baru
kemudian juga melaporkan
balik Muka Udiana ke Polres
Klungkung atas dugaan pen-
cemaran nama baik.
Dikonfirmasi Tribun Bali,
Rabu (13/3), Kepala Dinas
(Kadis) Kebudayaan, Pemu-
da, dan Olah Raga Klung-
kung 1 Nyoman Mudarta,
menyatakan pihaknya telah’
melakukan monitoring ter-
hadap objek hibah tersebut
pada 13 Februari 2019.
Dalam proposal, jelas ter-
cantum anggaran Rp 700
juta digunakan untuk pemu-
garan Pura Dadia Arya Ken-
ceng secara keseluruhan.
Namun hingga batas waktu
selesai per 10 Januari 2019,
hanya selesai pondasinya
saja. “Hasil monitoring kami
per 13 Februari lalu, me-
mang hanya selesai pondasi
saja,” ujar Mudarta ﬁli,kan~
tornya, kemarin.
Wayan Baru sempat berda-
lih, dana hibah atau bansos
yang difasilitasinya itu tidak
ada masalah dan telah dibe-
rikan waktu enam bulan oleh
BPK untuk menyelesaikan.
bangunan itu. Anehnya, ter-

nyata panitia pembangunan

pura telah menyetor laporan
pertanggungjawaban (Lpj) ke
Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah.

Sesuai Lpj yang diperlihat-
kan Mudarta, gambar dalam
Lpj itu hanya pondasi saja.
Padahal dalam proposal su-
dah jelas, berupa pemugaran
_total pura.. 1

Selain itu, panitia pemba-
ngunan pura ternyata baru
melakukan penarikan dana
hibah senilai Rp 700 juta
per tanggal 27 Desember
2018. Namun mereka su-
dah mampu menyetorkan
Lpj tanggal 8 Januari 2019.
Dari logika, sangat mustahil
pemugaran pura senilai Rp
700 juta, dapat diselesai-
kan dalam rentang waktu
kurang dari sebulan.

“Hasil monitoring memang
demikian. Padahal kami su-
dah wanti-wanti sebelumnya.
Jika merasa tidak mampu
menyelesaikan, sebaiknya ti-
dak menerima hibah ini agar
tidak terjadi permasalahan
hukum kedepannya,” jelas
Mudarta. :

" Surati Penerima Eiba_i
Berangkat dari permasa-

lahan itu, Dinas Kebudaya-
an, Pemuda, dan Olah Raga
Klungkung telah mengum-
pulkan para penerima hibah
di masing-masing kecamat-
an. Pihaknya pun sudah me-
wanti-wanti bagi penerima
hibah dengan jumlah nomi-
nal besar, supaya bisa me-
_nyelesaikan pembangunan
“sebelum 10 Januari 2019. ,
“Kami sebelumnya me-
mang sudah khawatir de-
ngan ini. Bahkan setelah
hasil monitoring, kami su-
dah menyurati lima peneri-
ma hibah untuk mengem-
balikan uang ke kas daerah
agar tidak menjadi masalah
hukum. Hal ini karena pem-
bangunannya tidak selesai,
sampai batas waktu yang di-

Kemudian Kelian Paibon
Pasek Gelgel Pegatepan Wani
di Banjar Tulad, Desa Batu-
kandik, dengan nilai Rp 36

_juta; Kelian Pura Dalem Tela-
ga Sakti, Banjar Batuguling,
Desa Batukandik, senilai Rp
36 juta; Kelihan Desa Pakra-
man Gepuh, DesaTanglad,

senilai Rp100 juta; dan Paib-

on Pasek Gelgel di Banjar Pu-
lagan, Desa Kutampi, dengan
nilai Rp 27 juta.

“Surat itu kami layangkan
per 21 Februari 2019, dan
kami minta pengembalian
dana hibah ke kas daerah
paling lambat dilakukan satu
minggu setelah surat diteri-
ma. Tapi ternyata hanya dua
saja yang mengembalikan
dana hibah itu, yakni Keli-
an Pura Dalem Telaga Sakti
senilai Rp 36 juta dan Keli-
an Pakraman Gepuh di Desa
Tanglad senilai Rp 100 juta,”
jelas Mudarta.

Terkait adanya dugaan pe-
nyelewengan dana hibah ini,

Mudarta pun mengaku telah.

didatangi oleh penyidik Tipi-
kor Polda Bali, beberapa hari
lalu. Tim penyidik datang
untuk berkoordinasi terka-
it dana hibah khususnya di
Nusa Penida. ;
~ Sementara berdasarkan

data di Dinas Badan Penge-
lolaan Keuangan dan Pen-
dapatan Daerah Klungkung,
hingga Rabu (13/3), benda-
hara bantuan sudah mene-

rima sembilan surat tanda -

setoran (STS) atau bukti pe-
ngembalian dana hibah de-
ngan total uang yang dikem-
balikan Rp 1.495.500.000

. tentukan,” ungkap Mudarta. (hampir Rp 1,5 miliar).

Adapun penerima hibah
yang disurati oleh Dinas
Kebudayaan, Pemuda, dan
Olah Raga untuk mengem-
balikam dana hibah ke kas
daerah adalah Kelian Pura
Dadia Arya Arya Kenceng di
Banjar Cubang, Desa Sakti,
senilai Rp 700 juta. Ini meru-

SCu\M bwécw\ C\A[ l "'(

! ** Penerima hibah yang su-
" dah méngembalikan dan su-
dah menyetor STS ke Pemkab
Klungkung seperti Panitia
Pembangunan Pura Dukuh

Suladri Desa Gunaksa se-' |

besar Rp 40 juta, Pura Bale
Agung Desa Besan Rp 750
juta, Pura Pasek Gaduh Ban-
jar Pemenang Desa Nyalian
Rp 30 juta, Desa Pakraman
Gepuh, Nusa Penida Rp 100
juta, Merajan Agung Gelgel,
Desa Gelgel Rp 70 juta, Paibon
Pasek Gelgel, Banjar Pulagan,
Desa Sakti Rp 27 juta, Pura
Dalem Telaga Sakti Banjar Ba-
tuguling, Desa Batukandik Rp
36 juta, Paibon Arya Kenceng
Banjar Tulad, Desa Batukan-
dik Rp 22,5 juta serta Panitia
Pembangunan Paibon Arya
Kenceng di Dusun Cemulik,
Desa Sakti, Nusa Penida Rp
420 juta. ‘

Saling Lapor

Diberitakan sebelumnya,
permasalahan ini terkuak
setelah warga Nusa Penida
Muka Udiana melaporkan
secara resmi Ketua DPRD

‘Klungkung Wayan Baru ke
Sentra Pelayanan Kepolisian
Terpadu (SPKT) Polda Bali
* pada Selasa (5/3) atas du-
gaan penyalahgunaan dana
hibah untuk pembangunan
lima pura di Nusa Penida.

Kepada awak media, Muka
Udiana mengatakan ada be-
berapa keganjilan pengguna-
an dana hibah yang diberi-
kan Pemkab Klungkung dan
difasilitasi oleh Wayan Baru
untuk pembangunan pura
yang tersebar di sejumlah
desa di Nusa Penida.

Wayan Baru langsung
membantah dugaan penyele-
wengan dana hibah tersebut.
Politikus Partai Gerindra ini

 pun menuding pelaporan ter-
sebut mengada-ngada dan
bermuatan politis. 5

‘Menuryt Wayan Baru, be-
berapa objek_bansos yang
dilapbrkan'ti&ik difasilitasi

pakan penerima dana hibah olehnya. Wayan Baru meng-
_terbesar. .. . .o ' aku hanya fasilitasi bansos di .
o — e
Edisi ¢ Kayig, 4) Mer, 20(1
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Pura Timbul (Dadia Arya Ken-
ceng) di Dusun Cemulik, Desa
Sakti. Sementara empat objek
bansos lainnya merfE-:
difasilitasi oleh orang

Wayan Baru kemudian me-

tnya

di D&a Sakti. Nusa [Penida,

pada Umanis Nyepi, Jum-.
“at(8/3). Dalam pertemuan-

itu, Wayan Baru meminta

‘dukungan dari penerima hi-

bah. Ia juga meminta semua
" masyarakat pene: hibah

yang difasilitasinya, siap
menjadi saksi jika dibutuh-

| kan oleh kepolisian. Hal ini-

pun disanggupi oleh Ikelom-

pok warga tersebut.

Tak main-main, Wayan
Baru pun benar-benar mela-
porkan Wayan Muka Udiana

~ di Polres Klungkung, Minggu

(10/3). Ia didampingi dua

- pengacaranya I Ketut Widia
. dan Wayan Sumiarsa. ;
Menurutnya, laporan itu

juga sebagai bentuk Kklarifika-
si atau menepis tudingan jika
dirinya disangkut pautkan
menyelewengkan dana hibah.
“Dengan laporan ini, saya
ingin buktikan saya tidak ber-
salah dan dituduh mengge-
lapkan dana hibah itu. Saya
juga tidak ingin masyarakat
terprovokasi terlebih tahun

L8 F o .,411_,._'> A LD SV

ini tahun politik,” katanya.

Ganti dengan BKK

Sementara itu, muncul-
nya sejumlah masalah hu-

kum dalam pemberian dana

~hibah ini membuat Bupati
Klungkung I Nyoman Suwir-

ta berencaria akan menganti

 sistem hibah dengan sistem
BKK (Bantuan Keuangan

Khusus).

“Ke depan saya berencana
akan ubah sistem hibah ini
ke dana BKK. Sehingga usul-
annya bisa langsung dari
desa,” ujar Suwirta, kemarin.

Dengan sistem ini, kede-
pannya hibah tidak lagi per-

Sambungan Hal.1

lu difasilitasi anggota dewan
karena semua usulannya
langsung dari desa dengan
perencanaan dan verifikasi
yang matang. Dengan demi-
kian legislatif juga menjadi
fokus dengan tugasnya yang
lain, tanpa harus memikir-
kan memfasilitasi hibah.
Selain itu, pihak desa juga
bisa ikut mengontrol jika hi-
bah disalurkan dalam ben-
tuk BKK. “Nanti semoga saja
tahun 2020 ini sudah bisa
diterapkan. Saya akan sege-
ra minta Sekda untuk meng-

. kaji hal ini dari segi aturan.

Intinya ini harus bergerak se-
suai aturan,” jelasnya. (mit)

et
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RN T MBAGA Dewan memi-
© liki tiga fungsi yang melekat
di setiap pimpinan dan ang-
gotanya, yakni fungsi leg-
islasi, budgeting dan pen-
gawasan. Setelah legislasi
dan budgeting, proses penga-
wasan menjadi gong terakhir
dari lembaga dewan dalam
mewujudkan tanggung jawab-
nya mengemban amanah -
rakyat. Proses pengawasan
-akan menentukan realitas
seluruh program pemerintah
. daerah dalam melakukan. pe-
layanan kepada masyarakat.
Demikian disampaikan Ketua
DPRD Klungkung Wayan
Baru, Senin (18/3) kemarin.
Belajar dari persoalan
“hibah belakangan
ini, dia berkomit-
men sebagai pimpi-
nan lembaga dew-
an untuk menjaga
kehormatan lem-
bag§. QOutput dari
proses kemitraan
eksekutif dan
legis-

/ ; Way

e
o

an Baru

latif adalah pelayanan yang
mampu dirasakan manfaat-
nya oleh masyarakat. Maka,
ketika bola liar persoalan
hibah menggelinding ke ge-
dung dewan maka ini harus
disikapi secara serius oleh
lembaga, bahwa sejatinya

proses eksekusi dari eksekutif -

ada yang keliru. Ini patut
diluruskan sesuai dengan
tupoksi lembaga, sehingga
tujuan utama pelayanan da-
lam program hibah bupati itu

maupun program eksekutif

lainnya dapat berjalan dengan
baik. Sebab, kunci persoalan
hibah ini dari sudut pandang

pelayanan eksekutif adalah

adanya keterlambatan
proses pencairan
dana hibah, yang
terlalu mepet dep-
gan batas akhir
pengerjaan. “Ini
lembaga dewan,
maka persoalan ini

secara lembaga.
Mari jaga ke-
. horma-
tan

”

WSS e,

juga harus disikapi

LA AT Tl

Jaga Kehormatan Lembaga Dewan

lembaga ini,” kata politisi
(erindra Dapil Kecama-
tan Nusa Penida ini, yang
memastikan siap bersaing
kembali. Sebagai pimpinan
lembaga dewan, pihaknya
juga menegaskan terbuka
dengan kritik maupun as-
pirasi masyarakat. Sebab,
legislator adalah wakil rakyat
yang dalam menjalankan tu-
gasnya akan selalu mendapat
sorotan-masyarakat. Namun,
dia juga menyarankan agar
bijuk menggunakan media
sosial agar ungkapan apapun
tidak berujung menjadi fit-
nah. Apalagi, di tengah situasi
politik menjelang Pilpres, Pi-
leg DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten serta DPD-

RI. “Seperti rapat kerja waktu

itu, sengaja kita buka untuk
umum, bahkan live di media
sosial. Biar masyarakat tahu
situasi sesungguhnya,” kata

Ketua DPC Gerindra Klung-

kung ini. Tokoh masyarakat
asal Desa Sakti, Nusa Penida
int wenyampaikan, sebagai
pimpinan partai pihaknya
juga menegaskan akan me-
maksimalkan seluruh potensi
incumbent dan kader lainnya
untuk memenangkan per-
saingan. “Target kita ada-
lah menang. Menangkan
Prabowo-Sandi di Pilres,
dan mempertahankan
Gerindra sebagai partai
pemenang di Klung-
_ kung,” tegasnya. (gik)
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PﬁluhahDesa Gul'irkan Pilkel Sérehtak
PMD Siapkan Anggaran
APBD Rp 2 Miliar

Singaraja (Bali Post) -
Pemilihan perbekel
(pilkel) serentak dijadwal-
kan digulirkan tahun 2019
ini. Pasalnya, ada 82 per-
bekel desa yang telah habis
masa jabatannya tahun ini.
Mendukung pilkel serentak
itu, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa (PMD)

Buleleng menyiapkan ang-
dari APBD Buleleng.

garam
Rp zgll‘niliér. Anggaran itu

‘diputuskan setelah dis-

epakati VQa‘na penyelengga-

lokasikan melalui Alokasi
Dana Desa (ADD). 4
Kepala Dinas PMD Made

Subur, Senin (18/3) kemarin
mengatakan, berdasarkan
data yang ada, 82 desa yang

akan menggulirkan hajatan

pilkel serentak itu pada Ok-
tober 2019 mendatang. Ini

csanan pilkel
ihaknya su-

serentak itu dia-

dah mengalokasikan ang-
garan pilkel serentak dalam
APBD 2019.

Dana yang dipersiap-
kan di antaranya untuk’
pengadaan surat suara,
formulir, dan anggaran
pelantikan perbekel terpi-
lih. Total dana yang sudah
dialokasikan mencapai Rp 2.
miliar. Dana ini sebenarnya

sudah dipangkas, karena
e

desa yang melaksanak
pilkel serentak juga men-
galokasikan anggaran pilkel
melalui ADD yang diterima

Pemilt
entak akan digulirkan. Se-
jauh ini, anggarannya sudah

kathppd. Spe¢. | e
Selain menyiapkan ang-

garan, Subur menyebut

persiapan awal sebelum
tahapan pilkel serentak itu
digulirkan, desa lebih awal

- ditugaskan membentuk

Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) yang definitif.

“tahun ini. Ka
struksikan kepa

Ini karena puluhan desa
yang akan menggelar pilkel
serentak itu masa jabatan
BPD-nya juga sudah bera-
khir. Ini karena, BPD baik
yang baru dilantik maupun
yang masih:aktif ditugaskan
melaksanakan pilkel seren-
tak itu. Untuk itu, pihaknya-
meminta BPD yang akan
‘mengakhiri jabatannya ta-
hun ini, aiar memproses
pemilihan ketua dan ang-
gota BPD baru. BPD itu
nantinya melaksanakan tu-

L : gas yang diwajibkan yakni
dari pemerintah. “Setelah _
2019 ini, pilkel ser- -

mengikuti pembinaan sing-
kat terkait tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) terutama
_pelaksanaan pilkel.

"diusulkan dalam APBD,”  “BPD juga banyak yan'g

habis masa jabatannya pada
) i sudah in-
y Osa

‘untuk memproses ini, se-
hingga tidak menghambat
tahapan pilkel serentak,”
ujar birokrat asal Desa
Banyuatis, Kecamatan Ban- \f
jar itu. (kmb38) - < Ao
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